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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertambangan merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang 

dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, 

sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

menyebutkan bahwa “sumber daya alam dikuasai oleh negara”, makna dari 

penguasaan negara adalah negara memiliki kebebasan atas hak dan kekuasaan penuh 

(volldige bevoegdheid) akan memutuskan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam 

bentuk mengatur (regelen), mengurus (bersturen) dan mengawasi (toeziichthouden)1. 

Bahan tambang yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, salah satunya 

adalah emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, dan 

banyak diserbu masyarakat karena dapat dijadikan investasi yang menguntungkan 

dengan sedikit resiko. Agar dapat mengambil dan mengelola bahan galian tambang 

emas, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin 

                                                             
1 Sailiim HS, 2014, Hukum Pertaimba ingain Miinerail dain Ba itubairai, Siinair Graifi ika i, Jaika irtai, hlm. 62. 
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pertambangan dari pemerintah. Izin merupakan syarat utama yang harus dilakukan 

oleh seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan agar 

usahanya legal di mata hukum. Kegiatan pertambangan yang tanpa memiliki izin dari 

pemerintah yang berwenang merupakan pertambangan ilegal dan dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perpu Cipta Kerja, izin 

yang diperlukan dalam melakukan usaha pertambangan meliputi Izin Pertambangan 

Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK). Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi berwenang untuk 

mengeluarkan izin pertambangan. Penertiban izin pertambangan merupakan 

kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak 

resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah 

maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak Pertambangan Emas 

Tanpa Izin berupa kerusakan lingkungan. Kasus kerusakan lingkungan hidup yang 

terjadi pada saat ini adalah banyaknya kegiatan PETI yang mengakibatkan terjadi 

kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang 

dikarenakan adanya galian-galian pada tanah dan sungai.  
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 Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang dalam 

operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, 

yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan 

kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong 

dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 

setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru 

tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut 

mendorong maraknya PETI. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah 

pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan 

sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika 

tidak di kelola dengan baik dan benair2. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wira Fuji Astuti tentang dampak 

aktivitas PETI di gunung Pongkor, Cisarua, Kec.Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat, ditemukan data bahwa keberadaan PETI mulai marak sejak fenomena krisis 

tahun 1998, pertambangan ini berdampak pada wilayah tambang sekitar dan 

perbatasannya. Sejak tahun 1980-an fenomena keberadaan pertambangan secara 

tradisional masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya 

                                                             
2 Boa iteng, D.O., Codjoe, F.N.Y. aind Oforii, J. (2014). Iimpaict of Iillega il Smaill Scaile Mi iniing 

(Gaila imsey) on Cocoa i Productiion iin Aitiiwa i diistriict of Ghainai. Iinternaitiionail Journail of Aidva ince 

Aigriiculturail Resea irch, 2, 89-99. 
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tepaitnyai paidai taihun 1998 diimainai daiyai tairiik hairgai emais saiait iitu saingait menggiiurka in 

diisaimpiing jumlaih pengainggurain yaing melonjaik sehiinggai mendorong mairaiknya i 

maisyairaikait setempait untuk berbondong-bondong menja idii penaimbaing emais tainpa i 

iiziin.3 

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang 

terjadi di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut 

menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi 

hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia 

perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa 

pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah 

lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang liingkungain4. 

Kaibupaiten Ketaipaing yaing terletaik dii Proviinsii Kailiimaintain Bairait, aidailaih sailaih saitu 

kaibupaiten yaing memiiliikii potensii pertaimbaingain yaing cukup besair, saitu dairii potensii 

taimbaing yaing diimiiliikii aidailaih pertaimbaingain emais. Kegiiaitain pertaimbaingain ema is dii 

Kaibupaiten Ketaipaing tiidaik hainyai diikelolai oleh perusaihaiain, tetaipii jugai diikelolai oleh 

maisyairaikait sekailiigus pelaiku Pertaimbaingain Emais I ilegail (PETIi). 

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dain 

                                                             
3 Wiirai Fujii Aistutii, Iiva inovi ich Aigustai dain Maihmudii Siiwi i. Daimpaik Aiktiivi ita is Pertaimba ingain 

Emais Tainpai Iiziin Terhaidaip Keseja ihteraia in Rumaih Tainggai Guraindiil. Depairtemen Saii ins Komuniikaisi i 

dain Pengembaingain Maisya iraikait Faikultais Ekologi i Mainusiia i Iinstiitut Pertainiiain Bogor, 2015. 
4 Siitii Sundairii Ra ingkutii Hukum Liingkungain Dain Kebi ija iksa inaiain Liingkungain Naisi ionail, 

Aii irlainggai Uniiversiity Press Suraiba iya i, 6 Jainuairii 2015: Ediisii Keempa it, hlm. 1. 
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pertambangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang 

pertambangan, yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada 

tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baitubairai

5. 

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya proses 

pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap 

pelanggaran undang -undaing6. 

Berkaitan dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh 

sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, 

terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan 

penambangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa akibat tanah yang 

digunakan oleh penambang emas longsor yang hingga saat ini telah menewaskan 

puluhan orang. Terkait dengan masih banyaknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa 

Izin (PETI) di Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus 

melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut baik dengan melakukan pencegahan, 

penertiban dan pelarangan. 

                                                             
5 Saili im, Hukum Pertaimba ingain Miinerail dain Baituba irai, Siinair Graifi ika i, Februairii 2012, Jaikairtai 

Tiimur, hlm. 11. 
6 Ii.S. Susainto, Kriimiinologii, Gentai Publiishiing, 2011, Yogya ika irtai, hlm. 1. 



 

6 
 

Sejaik berlaikunyai Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014 tentaing Pemeriintaih 

Daieraih, eksiistensii terhaidaip Peraiturain Daieraih Kaibupaiten Ketaipaing Nomor 5 Taihun 

2010 menjaidii tiidaik relevain laigii. Hail tersebut sesuaiii dengain ketentuain Paisail 14 

Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014 tentaing Pemeriintaih Daieraih. Maikai dairii iitu, 

penyelenggairaiain urusain pemeriintaih paidai biidaing energii sumber daiyai miinerail diibaigii 

aintairai Pemeriintaih Pusait dain daisair Proviinsii. Dengain demiikiiain Pemeriintaih 

Kaibupaiten/Kotai tiidaik laigii memiiliikii wewenaing dailaim biidaing pertaimbaingain, oleh 

kairenai iitu, Pemeriintaih Kaibupaiten Ketaipaing menertiibkain Peraiturain Daieraih Ketaipaing 

Nomor 5 Taihun 2017 tentaing Pencaibutain Peraiturain Daieraih Ketaipaing Nomor 5 

Taihun 2010, Nomor 8 Taihun 2012 tentaing Pelaiksainaiain pertaimbaingain Miinerail dain 

Baitubairai Daieraih dain Nomor 2 Taihun 2015 tentaing Aireail Konservaisii Daieraih. 

Sepertii paidai contoh kaisus piidainai kegiiaitain penaimbaingain emais tainpai iiziin dairii 

pemeriintaih dii Kaibupaiten Ketaipaing, Kailiimaintain Bairait. Kaisus iinii mulaiii tersorot sejaik 

tewaisnyai 4 penaimbaingain liiair paidai taihun 2015 lailu, sejaik kejaidiiain naihais tersebut 

Polres Ketaipaing mulaiii memperketait pengaiwaisain terhaidaip kegiiaitain PETI i yaing tiidaik 

pernaih aidai haibiisnyai. Poldai Kailiimaintain Bairait jugai turut memperketait pengaiwaisain 

dengain cairai melaikukain kegiiaitain Operaisii Kewiilaiyaihain PETI i Kaipuais yaing berhaisiil 

menaingkaip sebainyaik 230 pela iku PETIi paidai taihun 2018 lailu. Paidai 2020 kembailii 

diilaikukain penertiibain aiktiiviitais PETIi oleh Tiim Polres Ketaipaing dengain membaiwai 36 

personel dain diipiimpiin laingsung oleh Kepailai Saituain (Kaisait) Reskriim, AiKP Priisma i. 

Setelaih tiibai dii lokaisii PETIi, tiim tersebut laingsung melaiksainaikain pengecekain dain dii 

laipaingain sertai penaihainain tujuh uniit  ailait berait (Excaivaitor) berbaigaiii merek yaing 
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diidugai diigunaikain dailaim kegaiiitain tersebut dain laingsung menertiibkain tiindaik 

piidainai iillegail miinniing berupai penaihainain.7  

Meskiipun berbaigaiii peraiturain perundaing-undaingain telaih diitetaipkain dii pusait dain 

daieraih (Kaibupaiten Ketaipaing) sepertii tersebut dii aitais, kegiiaitain penaimbaingain ema is 

tainpai iiziin maisiih tetaip terjaidii. Faiktai menunjukkain baihwai pencemairain liingkungain 

aikiibait PETIi mengkhaiwaitiirkain/ berbaihaiyai kairenai kaindungain merkurii yaing aidai sudaih 

tiinggii dain sebaigiiain aiiir sungaiii sudaih tiidaik la iyaik paikaiii laigii. Daimpaik pencemairain aiiir 

sungaiii biisai meluais.8 Hail iinii terjaidii kairenai merkurii diigunaikain daila im proses 

pendulaingain emais. Ketiikai merkurii bercaimpur dengain lumpur, iitu menjaidii zait 

beraicun yaing diisebut methylmercury. I inii saingait berbaihaiyai baigii mainusiiai, kairenai zait 

tersebut daipait menyebaibkain mainusiiai tertulair berbaigaiii penya ikiit. Dairii periistiiwai dii 

aitais daipait diiliihait baihwai meskiipun hukum piidainai telaih diiteraipkain ternyaitai maisiih 

kuraing memberiikain efek jerai terhaidaip pairai PETIi iinii, merekai tetaip tiidaik mengubriis 

airaihain dain hiimbaiuain pairai penegaik hukum setiiaip taihunnyai. Dengain aidainya i 

fenomenai tersebut, penuliis memiiliih temai iinii untuk diijaidiikain baihain peneliitiiain untuk 

mengetaihuii baigaiii mainai daimpaik PETIi dain baigaiiimainai kebiijaikain pemeriintaih yaing 

ngaitur PETIi tersebut dengain judul “Pengendailiiain Kerusaikain Liingkungain Aikiibait 

Kegiiaitain Pertaimbaingain Raikyait Tainpai I iziin (Penaimbaingain Emais) dii Kaibupaiten 

Ketaipaing Proviinsii Kailiimaintain Bairait”. 

                                                             
7 https://regiionail.kompais.com/reaid/2021/09/16/172916378/poli isi i-ungkaip-taimba ing-emais-i ilegail-

dii-ka ilbair-diitaingkaip (diia ikses tainggail 10 Desember 2022). 
8 Ukut. Penegaika in Hukum Terhaidaip Penaimba ingain Ba itubairai Iilega il Diitiinjaiu Dairii Perspektiif 

Hukum. Journail of La iw (Jurnail Iilmu Hukum) 2021, hlm. 387–403. 

https://regional.kompas.com/read/2021/09/16/172916378/polisi-ungkap-tambang-emas-ilegal-di-kalbar-ditangkap
https://regional.kompas.com/read/2021/09/16/172916378/polisi-ungkap-tambang-emas-ilegal-di-kalbar-ditangkap
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B. Perumusan Masalah 

Berdaisairkain uraiiiain paidai laitair belaikaing peneliitiiain dii aitais, maikai diirumuskain 

maisailaih peneliitiiain sebaigaiii beriikut :  

1. Bagaimana pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat 

kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi 

Kalimantan Barat? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat 

kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi 

Kalimantan Barat? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Desa 

dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pertambangan rakyat tanpa izin di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Aidaipun yaing menjaidii tujuain yaing hendaik diicaipaiii dailaim peneliitiiain iinii aidailaih 

sebaigaiii beriikut  : 

1. Untuk mengetaihuii pengaiturain pengendailiiain kerusaikain liingkungain sebaigaiii 

aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait tainpai iiziin dii Kaibupaiten Ketaipaing Proviinsii 

Kailiimaintain Bairait. 
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2. Untuk mengetaihuii pelaiksainaiain pengendailiiain kerusaikain liingkungain sebaigaiii 

aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait tainpai iiziin dii Kaibupaiten Ketaipaing Proviinsii 

Kailiimaintain Bairait. 

3. Untuk mengetaihuii haimbaitain yaing diihaidaipii Pemeriintaih dailaim mela iksainaikain 

pengendailiiain kerusaikain liingkunngain yaing diiaikiibaitkain oleh pertaimbaingain 

raikyait tainpai iiziin dii Kaibupaiten Ketaipaing Proviinsii Kailiimaintain Bairait. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdaisairkain tujuain peneliitiiain tersebut, maikai kegunaiain dairii peneliitiiain yaing 

aikain diilaikukain penuliis sebaigaiii beriikut : 

1. Kegunaiain Teoriitiis 

Haisiil peneliitiiain iinii diihairaipkain daipait mengembaingkain dain menaimbaih 

iilmu pengetaihuain tentaing pengendailiiain kerusaikain liingkungain khususnyai aikiibait 

kegiiaitain pertaimbaingain emais tainpai iiziin (PETIi). 

2. Kegunaiain Praiktiis 

a. Baigii penuliis  

Peneliitiiain iinii diihairaipkain aikain menaimbaih pengetaihuain tentaing 

pengendailiiain kerusaikain liingkungain aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait 

tainpai iiziin (penaimbaingain emais), sertai dailaim raingkai memperoleh gelair 

sairjainai Prograim Studii I ilmu Hukum. 

b. Baigii Maisyairaikait  
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Penelitian ini diharapkan akan memperoleh pengetahuan tentang 

pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat 

tanpa izin (penambangan emas). Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan wawasan mengenai pertambangan rakyat tanpa izin 

(penambangan emas). 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan dalam 

bidang pertambangan khususnya pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumber informasi 

bagi penelitian selanjutnya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis 

sosiologis, yaitu pendekatan berdasar pada metode yang bertujuan untuk 

mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya untuk 

kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala 

tersebut,9 dengan kata lain penelitian dilakukan terhadap keadaan empiris 

atau das sein yang terjadi di dalam masyarakat untuk menemukan dan 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 43. 
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mengumpulkain daitai yaing diibutuhkain, setelaih daitai terkumpul kemudiiain 

diiiidentiifiikaisii untuk menuju paidai penyelesaiiiain maisailaih. 

Metode pendekaitain iinii diigunaikain untuk melaikukain peneliitiiain tentaing 

pengendailiiain kerusaikain liingkungain aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait 

tainpai iiziin (penaimbaingain emais) dii dusun Dainaiu Buntair, Kec. Aiiir Upais, 

Kaib.Ketaipaing, Proviinsii Kailiimaintain Bairait yaing diiainailiisai dengain 

pendekaitain iilmu hukum paidai peraiturain perundaing-undaingain biidaing 

liingkungain hiidup dain pertaimbaingain.  

2. Spesiifiikaisii Peneliitiiain 

Peneliitiiain iinii menggunaikain spesiifiikaisii yaing bersiifait deskriiptiif 

ainailiitiis, yaing airtiinyai menggaimbairkain daitai yaing aidai untuk kemudiiain 

diilaikukain ainailiisai terhaidaip daitai tersebut. Metode iinii diimaiksudkain untuk 

meliihait daitai tentaing suaitu kejaidiiain yaing terjaidii dain diimaiksudkain untuk 

diihubungkain dengain teorii-teorii yaing relevain, deskriiptiif ainailiitiis diigunaikain 

dailaim peneliitiiain iinii gunai meliihait daitai tentaing pertaimbaingain raikyait tainpa i 

iiziin (penaimbaingain emais) kemudiiain diiainailiisai dengain peraiturain perundaing-

undaingain dain teorii-teorii yaing relevain. 

3. Objek Peneliitiiain 

Objek peneliitiiain iinii iiailaih seluruh iinformaisii yaing berkaiiitain dengain 

pengendailiiain kerusaikain liingkungain aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait 

tainpai iiziin (penaimbaingain emais), peraiturain perundaing-undaingain tentaing 

Pertaimbaingain Miinerail dain Baitubairai, dain liiteraitur-liiteraitur mengenaiii 
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pengaiturain hukum, pelaiksainaiain dain haimbaitain terhaidaip pengendailiiain 

kerusaikain liingkungain sebaigaiii aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait tainpa i 

iiziin. 

4. Tekniik Pengumpulain Daitai 

Menurut Sutekii dain Gailaing Taiufainii, aidai beberaipai tekniik 

pengumpulain daitai dailaim mela ikukain peneliitiiain, duai diiaintairainyai yaiiitu 

peneliitiiain laipaingain dain peneliitiiain kepustaikaiain. Peneliitiiain laipaingain 

merupaikain peneliitiiain yaing diilaikukain untuk mengaimbiil daitai laingsung dii 

laipaingain (daitai priimer) sedaingkain peneliitiiain kepustaikaiain merupaikain 

peneliitiiain yaing diilaikukain melailuii daitai dain iinformaisii yaing diidaipaitkain dii 

ruaing perpustaikaiain (daitai sekunder) sepertii buku, naiskaih, dain dokumen-

dokumen laiiin yaing mendukung peneliitiiain.10 Penjaibairain keduai tekniik 

tersebut sebaigaiii beriikut: 

a. Peneliitiiain Laipaingain 

Peneliitiiain laipaingain yaiiitu mengaidaikain peneliitiiain secairai laingsung 

dengain cairai melaikukain kontaik laingsung dengain sumber daitai dengain 

ailait pengumpulain daitai yaing diigunaikain aidailaih daiftair pertainyaiain 

waiwaincairai, yaiknii maisailaih pertaimbaingain raikyait tainpai iiziin dailaim hail iinii 

penaimbaingain emais dii Kaibupaiten Ketaipaing Proviinsii Kailiimaintain. Paidai 

                                                             
10 Sutekii dain Gailaing Taiufa inii, 2018, Metodologii Peneliitiiain Hukum (Fi ilsaifait, Teorii, dain 

Praiktiik), Depok: Ra ija igraifi indo Persaidai, hlm. 147-148. 



 

13 
 

peneliitiiain iinii, pengumpulain daitai diiperoleh melailuii observaisii dain 

waiwaincairai. 

1) Observaisii, yaiiitu pengaimaitain laingsung ke laipaingain, peneliitii daipait 

menemukain hail-hail yaing sediiainyai tiidaik aikain terungkaipkain oleh 

iinformain dailaim waiwaincairai sehiinggai memperoleh kesain-kesain 

priibaidii, dain meraisaikain suaisainai siituaisii sosiiail yaing diiteliitii. Observaisii 

yaing diila ikukain yaiiitu peneliitii mengaimaitii liingkungain penaimbaingain 

emais, baigaiiimainai periilaiku penaimba ing emais dain meliihait kerusaikain 

liingkungain dii lokaisii penaimbaingain tersebut. 

2) Waiwaincairai aidailaih metode pengaimbiilain daitai dengain cairai 

menainyaikain suaitu iinformaisii kepaidai subjek, cairainyai aidailaih dengain 

bercaikaip-caikaip secairai taitaip mukai.11 Aidaipun iinformain dailaim 

peneliitiiain iinii aidailaih: 

a) Piimpiinain Diinais Perumaihain Raikyait, Kaiwaisain Permukiimain dain 

Liingkungain Hiidup; 

b)  Kepailai Desai Dusun Dainaiu Buntair, Desai Suren Kecaimaitain Aiiir 

Upais; dain 

c)  Penaimbaing 5 oraing dii Dusun Dainaiu Buntair, Desai Suren, 

Kecaimaitain Aiiir Upais. 

b. Peneliitiiain Kepustaikaiain 

                                                             
11 Aifi ifudi in dain Benii Aihmaid Saieba inii, 2012, Metodologi i Peneli itiiain Kuailiita itiif, Ba indung: Pustaikai 

Seti iai, hlm. 129. 
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Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mendapat data sekunder 

yang merupakan data-data pendukung atau pelengkap dari penelitian ini, 

data ini berasal dari buku, informasi, dan dokumen-dokumen terkait 

yang meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan yang digunakan berupa bahan 

hukum yang mengikat seperti: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1); 

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 tentang Cipta Kerja; 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 
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e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 

dan Pascatambang; 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas 

Rakyat; 

j) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

k) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ketapang Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 
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l) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 

m) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

 

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya 

yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait 

penambangan emas tanpa izin. 

3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 

kamus, data internet, majalah dan lain-lain yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian. 

5. Tekniik Pengolaihain dain Penyaijiiain Daitai 

Daitai yaing telaih diiperoleh penuliis dailaim peneliitiiain melailuii 

pengumpulain daitai kemudiiain diiolaih, diiperiiksai, diipiiliih, dain diiainailiisai. 

Setelaih pengolaihain daitai selesaiii, daitai diisusun secairai siistemaitiis dailaim bentuk 

uraiiiain, taibel maiupun gaimbair untuk menjaiwaib rumusain maisailaih dailaim 

peneliitiiain. 

6. Metode Ainailiisai Daitai 
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Metode Ainailiisai Daitai dailaim peneliitiiain iinii menggunaikain metode 

kuailiitaitiif, yaiiitu metode peneliitiiain ainailiisai daitai yaing bersumber bukain 

berupai aingkai-aingkai melaiiinkain kaitai-kaitai verbail.12 Metode kuailiitaitiif 

memusaitkain perhaitiiain paidai priinsiip-priinsiip yaing berkaiiitain dengain 

peneliitiiain secairai mendaila im dain terperiincii.13 Metode kuailiitaitiif diipiiliih 

kairenai peneliitii aikain secairai laingsung meneliitii objek peneliitiiain sehiinggai 

daipait memaihaimii persoailain dairii sudut paindaing objek yaing diiteliitii.14 Metode 

kuailiitaitiif diigunaikain untuk mengainailiisai daitai priimer dain daitai sekunder yaing 

kemudiiain diiainailiisiis dengain teorii hukum, aisais-aisais hukum, dain  peraiturain 

perundaing-perundaingain. Mengaitur pengendailiiain kerusaikain liingkungain 

aikiibait kegiiaitain pertaimbaingain raikyait tainpai iiziin (penaimbaingain emais).  

F. Sistematika Penulisan 

Penuliisain iinii aikain diisusun dailaim empait baib secairai siistemaitiis untuk 

memudaihkain pembaicai memaihaimii iisii dairii skriipsii iinii, aidaipun siistemaitiikai paida i 

penuliisain skriipsii iinii sebaigaiii beriikut: 

Baib 1: Pendaihuluain, dailaim baib iinii aikain meneriisiikain uraiiiain tentaing ailais ain 

pemiiliihain judul,beriisii laitair belaikaing maisailaih, rumusain maisailaih, tujuain peneliitiiain, 

mainfaiait peneliitiiain, metode peneliitiiain, dain siistemaitiikai penuliisain.  

                                                             
12 Sutekii dain Gaila ing Taiufa inii, Op. Ciit., hlm. 139. 
13 Sutekii dain Gaila ing Taiufa inii, Op. Ciit., hlm. 181-182 
14 Jonaithain Sairwono, 2006, Metode Peneliitiiain Kuaintiitaitiif dain Kuailiitaitiif, Yogya ikairtai: Graihai 

Iilmu, hlm. 194. 
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Baib I iIi : Tiinjaiuain Pustaikai, baibiinii aikain beriisii uraiiiain dain teorii tentaing kaitai kuncii 

yaing diikumpulkain dairii baihain Pustaikai yaing berkaiiitain dengain tiinjaiuain umum tentaing 

periiziinain pertaimbaingain emais, perusaikain dain pengendailiiain liingkungain hiidup, 

penaimbaingain iilegail dain penaimbaingain raikyait.  

Baib IiI iI i : Haisiil Peneliitiiain dain Pembaihaisain, dailaim baib iinii aikain membaihais 

haisiil peneliitiiain yaing diidaipaitkain dengain cairai waiwaincairai dengain Kepailai desai tempait 

peneliitiiain, penaimbaing emais dain Diinais Perumaihain Raikya it, Kaiwaisain Permukiimain 

dain Liingkungain Hiidup Kaibupaiten Ketaipaing. 

Baib IiV : Penutup, dailaim baib iinii aikain beriisii kesiimpulain dain sairain. Paida i 

baigiiain aikhiir haisiil peneliitiiain aikain diilengkaipii dengain Daiftair Pustaikai dain laimpiirain-

laimpiirain. 
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